SALINAN

RH

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR 238 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG MERDUATI KECAMATAN
KUTA RAJA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang

Mengingat

:a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2)

0 1.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi
Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka Ketua PPS
dipilih dari dan oleh anggota PPS;

bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 06/PPS/GM/2016
tentang Pemilihan Ketua PPS Gampong Merduati Kecamatan
Kuta Raja Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta
Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota
Banda Aceh tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua
Panitia Pemungutan Suara Gampong Merduati Kecamatan Kuta
Raja Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota
dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5246);
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3.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5898);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi
Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2017,

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh
Darussalam Tahun 2007 Nomor 07);

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Gubernur/Wakil = Gubernur, Bupati/Wakil  Bupati dan
Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor
035);

Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 12 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen
Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program,
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur AcehTahun 2017;

Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi
Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2016
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Memerhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

12.

13.

tentang Tata Cara Pembentukan PPK, PPS dan KPPS Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;

Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja
Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;

Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 226 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan
Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;

Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Gampong Merduati
Kecamatan Kuta Raja Nomor: 06/PPS/GM/2016 Tanggal 18
Nopember 2016 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan
Suara Gampong Merduati Kecamatan Kuta Raja Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur serta  Walikota dan Wakil
Walikota Banda Aceh Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA
ACEH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG MERDUATI
KECAMATAN KUTA RAJA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA
ACEH TAHUN 2017

Memberhentikan Sdr. Elfran Darmansyah Siahaan sebagai
Ketua Panitia Pemungutan Suara Gampong Merduati Kecamatan
Kuta Raja Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta
Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017.

Mengangkat dan menetapkan Sdr. Asrul sebagai Ketua Panitia
Pemungutan Suara Gampong Merduati Kecamatan Kuta Raja
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan
Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017.
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KETIGA :  Segala biaya yang timbul akibat berlakunya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Belanja Hibah KIP Kota Banda
Aceh Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun

2017.

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Komisi
Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 136 Tahun 2016
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Nopember 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

ttd
MUNAWAR SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. -Hukum

Erminzal
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